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PEl\IBENTlTK;\N TIl\1 TERPADlT PROVINSI LAl\lpr:\G 
lTNTl'K PENYELESAJAN KONFLIK KEJ\UTRAAN PADA 

PT .. ARU"'A \VIJAYA SAKTI (.A\VS) 

GlTUERNllR LA"IPl'NG, 

l\Ienimbang a.	 bahwa dalam rangka penyelesaian konflik kernitraan antara inti dan 
plasma perusahaan pertarnbakan udang pad-a PI. Aruna Wijaya Said! 
(AWS) di Kabi.paten Tulang Bawang, diperlukan langkah-langkah 
konkrit, terencana. terarah dan terpadu dari Pemerintah Provinsi 
Lampung dalam rangka pemecahan masalah tersebut : 

b. bahwa	 guna memadukan langkah-Iangkah penyelesaian konflik 
sebagaimana dirraksud huruf a tersebut diatas, telah dibentuk Tim 
Terpadu dalam rangka penyelesaian dimaksud melalut Keputusan 
Gubernur Lam pU:lg Nomor . G/l3·tB. fV,HK.J.10 11 tanggal 18 Maret 
20 I] ; 

c. bahwa berdasarkan	 perkernbangan permasalahan yang dihadapi dan 
untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Tim dalam penvelesaian 
konflik, perlu dibcntuk kembali Tim Terpadu Provinsi Lampung untuk 

Penyelesaian Konrlik Kemitraan pada PT. Aruna Wijaya Sakti rAWS I 

dan menetapkannv a dengan Keputusan Gubemur Lampung : 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 . 

') Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telal beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor ]:2 Tahun 2008 : 

3. Peraturan Pemerimah NomOI 6 Tahun ]988 tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah : 

4.	 Peraturan Pemerimah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan 
Pernerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Prov insi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenKota : 

5. Peraturan	 Daerah Provinsi Lampung Nomor II Tahun ~009 tcntang 
Organisasi dan Ta.akerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariai 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ; 

6	 Peraturan Daerah ·)mvinsi Larnpung Nornor 12 Tahun 2009 tenrang 
Organisasi dan Taiakerja Inspektorat. Badan Perencana Pernbangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung : 

7. Peraturan Daerah Provinsi	 Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Dinas DaerahProvinsi Lampung : 



MEl\IPTrSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADC PROVINSI 
LAMPUNG UNl L'K PENYELESAIAN KONFUK KEMlTRAAN PADA 
PT. l\RUNA WI] \ YA SAKTl (AWS). 

KESATU	 Membentuk Tim Terpadu Provinsi Lampung Untuk Penyelesaian KOI1t1ik 
Kemitraan PT. AJUlt1a Wijaya Sakti I! AWS) dengan susunan personalia dan 
uraian rugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran U 
Keputusan ini. 

KEDUA	 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan 
percepatan penyelesaian permasalahan dan mencarikan solusi jalan terbaik 
schingga kawasan pertambakan dapat produktif kembali 

KETIGA	 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada 
Gubemur Lampung. 

KEEMPAT	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD l PrO' ins! 
Lampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN I dan atau 
sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan im sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Tim. 

KEENAM	 Dengan ditetapkar Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Larnpung 
Nomor : G/134iBIV,l-Ifu2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu 
Pemerintah Provin-i Larnpung untuk Penyelesaian Konflik Kemitraan pada 
PT. Arona Wijava Sakti (AWS) dinyatakan tidak berlaku. 

KETU.JI:H	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ~~- 6'2Qi! 
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Tembusan: 
1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
 
., Menteri Kelautan dan Perikanan Rl di Jakarta,
 
.1 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras RI dr Jakarta:
 
.~ Kepala Badan Koordinasi Penanarnan MOlla! di Jakarta.
 
:' Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 
6 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kernenterian Kelautan dan Perikanan Rl di Jakarta:
 
., Bupati Tulang Bawang di Menggala;
 
8 lnspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung ci Telukbetung:
 
(I Masing-rnasing Anggota Tim Terpadu :/3n," bersangkutan
 



LAMPIRAN I KEPUTUSAN G.U)3ERNUR L.AIv1PUNG 
NOMOR : Gi~4iB.IV':}{K2011 
TANGGAL: ./f)- s: 2011 

SUSUNAN TIM TERPADtJ PROVINSI LAMPUNG
 
UNTllK PENYElESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA
 

PT. ARV~A \\iIJAVA SAKTI (Aws:
 

1. Pembina	 Gubernur Lampung. 

II. Pengarah	 1. Wakil Gubemur Lampung. 
2.	 Kapolda Lampung. 
3.	 Komandan Korem 043iGaruda Hitam. 
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang. 
5.	 Komandan LANAL Panjang, Lampung. 

HI. Ketua	 Asisten Bidang Perekonomian dan Pernbangunan 
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 

Wakil Ketua I Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
 
Provinsi Lampung.
 

Wakil Ketua II Kepala Dmas Kelautan dan Perikanan Prov insi
 
Lampung. 

V.	 Sekretaris Kepala Biro Perekonornian Sekretaris Daerah Prov msi 
Lampung. 

Wakil Sekretaris	 Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan 
Perikanan Prov insi Lampung, 

Vi.	 BIDANG-BIDANG 
1. I3idang Intelijen
 

Koordinator Direktur Intelkam Polda Lampung.
 
Anggota 1. Kapuswil BIN Wilayah Lampung.
 

2. Asiten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung 
3. Kasat 11 Dit. Intelkam Polda Lampung. 
.t. Kasat Intel LANAL Panjang. 
5. Kasi Intel KOREM 043/Garuda Hiram. 

2. Bidang Pencegahan 
Koordinator Kepala Biro Operasional Polda Lampung. 
Anggota 1. Kepala Bad-an Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Provinsi Lampung. 
,	 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung. 

3. Direktur Samapta Polda Lampung. 

,J. Komandan Satuan Brimob Polda Lampung 

5. Kepala Satuan Pol PP. Provinsi Lampung, 
7.	 Kabag Bin Op Polda Lampung. 

8.	 Kabag Penyuluhan Biro Bina Mitra Polda Lampung. 

9.	 Kabid Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Daerah Provinsi Lampung. 

10.	 Kabid P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Pro\ msi 

Lampung. 
II.	 Kasi Teritorial KOREM 043/Garuda Hiram. 



3, Bidang Penegakan Hukum 
Koordinator Direktur Reskrirn Polda Lampung. 
Anggota 1. Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi Lampung 

2, Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

3, Komandan DENPOM 11;3 Sriwijaya. 

4 Kornandan POM ~ AL LanaI Panjang. 

5 Kabid KP3K dan Pengawasan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Lampung. 

6, Kasat H Ditreskrim Polda Lampung, 

7, Kasubdit Pam Obsus Polda Lampung, 

8, Kanit UJ Sat II Ditreskrim Polda Lampung 

9. Kanit IV Sat nDitreskrim Polda Lampung. 

4, Bidang Administrasi, Analisa dan Evaluasi : 
Koordinator Kepala Biro Tara Pemerintahan Umum Sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung. 
Anggota 1. Kepala UPTD Budidaya Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung. 
,2, Kepala UPTD LPP1v1HP Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung, 

}, Kabag Analisa Polda Lampung. 

4.	 Kasi Pengernbangan Usaha dan Statistik Perikanan 

Budidaya Dmas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung. 
5, Staf Puswil BIN Lampung. 



LAMPIRAt"J II KEPUTUSAN GUBERNlJR L;\J\IPUNG 
: Gi134iB.IVHK :201NOMOR ~ 

TANGGAL : 2011 

UR\L-\N TUGAS
 
TIM TERIlADll PROVINSI LAMPliNG
 

UNTUK PENYEl,ESAL4N KONFLIK KEMITR\AN PADA
 
PT. ARU~A \VIJA YA SAKTI (AWS)
 

l.	 Pembina 
1. memimpin dan bertanggung j.iwab atas seluruh pelaksanaan Tim; dan
 
') menentukan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan tugas TIm.
 

11.	 Pengarah 
1.	 membantu Penanggung jawab Tim, dan 
..,	 melaksanakan pengawasan dinamika pelaksanaan tugas di Tim di lapangan agar tidak 

terjadi kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya semaksimal mungkin. 

UI.	 Ketua 
1. menyusun perencanaan dan pclaksanaan tugas Tim;
 
.., memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim:
 
3 mernberikan petunjuk dan arahan kepada Ketua bidang masing-masing:
 
4.	 rnengkoordinasikan dan meiaporkan setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan 

kegiatau tugas Tim kepada Penanggungjawab Tim: dan 
5	 merumuskan kebijakan dan penyelesaian permasalahan konflik yang mungkin terjadi 

akibat dibentuknya Tim. 

rv.	 Sekeretaris 
1.	 menyusun rencana pelaksanaan tugas Tim: 
')	 mernimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kepala 

bidang adrninistrasi, analisa dan evaluasi; 
3.	 membantu tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim, khususnya dt 

bidang kelengkapan pelaksanaan tugas Tim; 
4.	 merryiapkan data informasi yang berkaitan dengan Kernitraan PT. Arona Wijaya Sakti 

yang dapat menunjang keberhasilan masing-rnasing bidang: dan 
5.	 membuat laporan atas pelaksanaan tugas Tim. 

v.	 Bidang Intelijen 
1.	 memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas Bidang lntelijen: 
')	 memberikan petunjuk/arahan teknis lapangan khususnya penyelidikan. pengamanan dan 

penggalangan; 
3.	 melakukan deteksi dan penvidikan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di bidang 

kemitraan: dan 
4.	 mendinamisir kegiatan operasional bidang intelijen untuk mencapai sasaran dan 

keberhasilan pe1aksanaan tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim. 

"1.	 Bidang Pencegahan 
1.	 rnernimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas bidang pencegahan: 
'J	 memberikan petunjuk/arahan teknis dan taktis di lapangan khusus pelaksanaan. 

penjagaan, pengawalan, bimbingan dan penyuluhan. dan 
3.	 mendinamisir kegiatan operas-onal Bidang Pencegahan untuk mencapai sasaran dan 

keberhasilan pelaksanaan tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaantugas Tim. 



VIl.Bidang Penegakkan Hukum 
1.	 melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan tugas bidang penegakkan hukum: 
')	 mernberikan petunjuk/arahan teknis dan taktis di lapangan khusus pelaksanaan, 

penangkapan, penyitaan, penahanan. pemeriksaan dan perrgambilan identitas setrap 
pelaku yang berkaitan dengan bidang kehutanan serta proses sidik tuntas sampai proses 
penyitaan dan lelang barang bukti serta proses penuntntan; dan 

3,	 mendinamisir kegiatan operasional bidang penegakkan hukum untuk mencapai sasaran 
dan keberhasilan pelaksanaan tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim. 

Vltl, Bidang Administrasi, Anafisa dan Evaluasi 
I, menghimpun dan mengumpulkan data dari hasil tugas masing-masing bidang; 
') menyusun laporan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas masing-masing bidang 

secara berjenjang dan dilapork.m kepada penanggungjawab Tim: 
3, menyusun perencanaan dan petaksaan tugas Tim: 
4, membantu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan masing-masing bidang dalam 

melaksanakan tugas: 
5. menyiapkan dan mengadakan kebutuhan administrasi khusus:
 
6, menyiapkan dan mengadakan alat-alat yang diperlukan;
 
7.	 menghimpun dan mengumpulkan rencana kegiatan masing-masing: dan 
8.	 membantu sekretaris mernbuat penyiapan iaporan tugas-tugas lain di bidang 

administrasi. 
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